
: 1. Undang-Undang Nomo, 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten 

Muna Barat dr~rovinsi:Sulawesl Tenggara; .. 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria (Lembaran Negar~ Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2045); 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

6. Undang-Unda11g Nomor 1 T ahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Repul,lilc Indonesia Nomor 4355); 

Mengingat · 

I 

c. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dimaksud dalam huruf a dan 

b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Retribusi Rumah Potong 

Hewan Dan Tempat Pelelangan Hewan. 

Menimbang .. :. ~-~· : :bah~a da,!tJni :f~ngka:: ~paya)Tlenln,gkatk~n'L~umb~r 'penerlmaan Pendap~tan -, I 

0 :Asif r : e>,aerall; . >d~ri: .. , ~~tuk: • :,e~i~J: : me~ingkatkani. pelayanan 

pengawasan/kesehatan hewan, khususnya hewan ternak yang akan dljual di 

pasar hewan, rnakaperlu dlatur Pengelolaan Pasar Hewan; 

b. bahwa Rumah Potong Hewan dan Tempat Pelelangan Hewan sebagal 

fasllltas Pemerlntah perlu memberikan jamlnan keamanan pangan produk 

hasil temak; 
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Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberlan 

dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

;;- 7. 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undanga Nomor 2 tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerlntah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadl Undang-Undang; 
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perlmbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara 

Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara 

Republlk Indonesia Nomor 4444); 

10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan 

Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Oaerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 5234); 

13. Peraturan Pemerlntah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kltab 

Undang-Undang Hukum Pidana; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Oaerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

v Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerlntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan 

Penyelenggaraan Pemerlntahan Oaerah; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 



BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Peraturan Bupatl inl yang dlmaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat. 

2. Pemerlntah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Muna Barat. 

4. Sekretarlat Daerah adalah Sekretarls Daerah Kabupaten Muna Barat. 

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah 

sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan 

balk yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 

meliputl perseroan terbatas, perseroan komandlter, perseroan lalnnya, 

Badan Usaha Mlllk Negara (BUMN}, atau Badan Usaha Millk Daerah (BUMD) 

PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DAN 

TEMPAT PELELANGAN HEWAN 

MEMUTUSKAN : 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagafmana telah dlubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam negeri Nomor 49 Tahun 2007; 

19. Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah 

di Ungkungan Pemerf ntah Oaerah; 

20. Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Oaerah; 

21. Peraturan Bupatl Muna Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penetapan 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2015; 

22. Peraturan Buapatl Muna Barat Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2015; 

23. Peraturan Bupatl Muna Barat Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pembentukan 

Organlsasl dan Tata Kerja Dlnas Llngkup Pemerlntah Kabupaten Muna Barat; 

v· 

Menetapkan 

: 

) . 



u 

dengan nama dan dalam bentuk apapun, flrrna, kongsl, koperasi, dana 

pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organlsasl massa, organlsasl 

soslal polltik, atau organlsasl lalnnya, lembaga dan bentuk Sadan lalnnya 

termasuk kontrak lnvestasl kolektlf dan bentuk usaha tetap. 

7. Wajlb Retrlbusl adalah orang prlbadl atau Badan yang menurut Peraturan 

Perundang-undangan Retrlbusl diwajibkan untuk melakukan pembayaran 

Retrlbusl, terrnasuk pemungut atau pemotong Retrlbusl tertentu. 

8. Masa Retribusi adalah suatu Jangka waktu tertentu yang merupakan batas 

waktu bagi Wajib Retrlbusl untuk memanfaatkan Jasa dari Pemerlntah 

Daerah yang bersangkutan. 

9. Surat Ketetapan Retrlbusl Daerah, yang selanjutnya dlslngkat SKRD, adalah 

surat ketetapan yang menentukan besamya Jumlah pokok Retribusi yang 

terutang. 

10. Surat Ketetapan Retrlbusl Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat 

SKROLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah keleblhan 

pembayaran Retrlbusl karena Jumlah kredit Retrlbusl leblh besar darlpada 

Retrlbusi yang terutang atau tldak seharusnya terutang. 

11. Surat Tagihan Retrlbusl Daerah, yang selanjutnya dlslngkat STRD adalah surat 

untuk melakukan taglhan Retrlbusi dan/atau sanksi administrasi berupa 

bunga dan/atau denda. 

12. Surat Ketetapan Keberatan adalah surat ketetapan atas keberatan terhadap 

SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT atau SKRDLB yang 

dlajukan oleh Wajib Retrlbusl. 

13. Pemerlksaan adalah serangkalan keglatan untuk mencarl, mengumpulkan, 

mengolah data dan/atau keterangan lain untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban Retrlbusl Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka 

melaksanakan ketentuan Perundang-undangan Retrlbusl Daerah. 

14. Penyidlkan Tindak Pidana di Bldang Retrlbusl Oaerah adalah serangkalan 

tlndakan yang dllakukan oleh Penyldik, untuk mencarl dan mengumpulkan 

buktl yang dengan buktl ltu membuat terang tlndak pidana di Bldang 

Retrlbusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

•• 

, t • 



Paragraf 3 

Stuktur dan Besamya Tarlf 

Pasal6 

(1) Tarif Retrlbusi Rumah Potong Hewan dlgolongkan berdasarkan jenls ruangan 

dan jenls hewan yang akan dlpotong/disembellh. 

(2) 1Basarnya tarlf Retribusl dipungut dengan rincfan sebagai berlkut: 
.·f 

Paragraf 2 

Cara Mengukur Tlngkat Penggunaan Jasa 

PasalS 

Tlngkat penggunaan Jasa dlukur berdasarkan Jenls dan Jumlah hewan ternak yang 

akan dlpotong. 

Pasal 4 

(1) Subjek Retrlbusl adalah orang prlbadl atau Badan yang menggunakan I 
menlkmatl fasllitas rumah potong hewan. 

(2) Wajlb Retrlbusl rumah potong hewan adalah orang prlbadi atau Badan yang 

menurut Perundang-undangan Retrlbusl dlwajlbkan untuk melakukan 

pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Rumah 

Potong Hewan. 

swasta. 

Pasal3 

(1) Objek Retrlbusl rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasllitas 

rumah pemotongan hewan temak termasuk pelayanan pemerlksaan 

kesehatan hewan sebelum dan sesudah dlpotong, yang dlsedlakan, dlmillkl 

dan/atau dlkelola oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Dlkecuallkan darl Objek Retrlbusi sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) 

adalah pelayanan penyediaan fasllitas rumah pemotongan hewan temak 

yang dlsedlakan, dimiliki, dan/atau dlkelola oleh BUMN, BUMD, dan plhak u 

BABU 

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN 

Paragraf 1 

Nama, Objek, Subjek dan Wajlb Retrlbusl 

Pasal2 

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi atas pelayanan 

Rumah Potong Hewan. 

·, . 



Pasal8 

(1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah pelayanan penyediaan tempat 

pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk 

melakukan pelelangan ternak termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya 

yang disediakan di tempat pelelangan. 

BAB Ill 

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN HEWAN 

Paragraf 1 

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi 

Pasal7 

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan Hewan dipungut Retribusi atas 

pemakalan tempat pelelangan. 

Retribusi Rumah Potong Hewan 

No Tarif 
Jenis Hewan Jenis Pelayanan . (Rp) 

1 2 3 4 

1. Sapi/Kerbau/Kuda Pemeriksaan sebelum dan sesudah 

dipotong 

Sewa kandang istirahat 75.000,-/ekor 

Pemakaian tempat pemotongan 

Pemakaian tempat pelayuan daging 

2. Kamblng/Domba/Babi Pemeriksaan sebelum dan sesudah 

dipotong 

Sewa kandang istirahat 50.000,-/ekor 

Pemakaian tempat pemotongan 

Pemakaian tempat pelayuan daging 

3. Sapi/Kerbau Potong Hajat 75.000,-/ekor 

4. Kamblng/Domba Potong Hajat 35.000,-/ekor 

5. Unggas Pemeriksaan sebelum dan sesudah 

dipotong 
1.000,-/ekor 

Pemakaian tempat pemotongan 

Pemakaian tempat pelayuan daging 

u 

, . 



Tar if 
No. Uralan Satuan 

I (Rp) 

1. Sap I, Kerbau dan Kuda 100.000,- Perekor 

Dewasa 

2. Sapl, Kerbal,J dan Kuda Anak 200.000,· Per ekor 

(Blbit} 

3. Kamblng, Oomba dan Sabi 30.000,- Per ekor 

4. Anak Kambing, Anak Domba 50.000,- Perekor 
, dan Anak Babi (Bibit) , . ...• ,, 

s. Jenis Unggas 1.000,· Per ekor 

Paragraf 3 

Struktur dan Besamya Tarlf 

Pasalll 

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan Hewan sebagai berikut: 

(2) Termasuk Objek Retrlbusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tempat 

yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah darl Pihak Lain untuk dljadikan 

sebagal tempat pelelangan. 

(3) Dlkecuallkan darl Objek Retrlbusi sebagalmana dlmaksud ayat (1) adalah 

tempat pelelangan yang disediakan, dlmlllki, dan/atau dlkelola oleh 

Pemerlntah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta. 

Pasal9 

(1) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah Orang Prlbadl atau Badan yang 

menggunakan/menlkmati pelayanan jasa tempat pelelangan yang secara 

khusus dlsedlakan oleh Pemerintah Daerah yang melakukan pelelangan 

ternak termasuk jasa pelelangan serta fasllltas lalnnya yang dlsedlakan di 

tempat pelelangan. 

(2) Wajib Retribusl Tempat Pelelangan adalah Orang Prlbadi atau Badan yang 

diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut 

atau pemotong Retrlbusl Tempat Pelelangan. 

Paragraf 2 

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 

Pasal10 

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di tempat 

pelelangan dlukur berdasarkan jenis dan jumlah hasil hewan. 

u 
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BAB VII 

TATA CARA PEMUNGUTAN 

Pasal16 

(1) Retribusi dipungut dengan m'enggunakan SKRD atau Dokumen lain yang 

dlpersamakan. 

(2) Hasil pungutan Retribusi disetor ke Kas Daerah. 

PasallS 
Retrlbusl yang terhutang dlpungut dalam wllayah Kabupaten Muna Barat. 

BABVI 

WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 14. 

(1) Tarlf Retrlbusl pelayanan Rumah Potong Hewan dan Tempat Pelelangan 

Hewan dltlnjau kemball paling lama 3 (tlga) tahun sekali. 

(2) Penlnjauan tarlf Retrlbusl sebagalmana dlmaksud ayat (1) dllakukan dengan 

memperhatfkan fndeks harga dan perkembangan perekonomfan. 

BABV 

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI 

Pasal 13 

(1) Prlnslp dan sasaran dalam penetapan Tarlf Retrlbusl Rumah Potong Hewan 

dan Tempat Pelelangan Hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh 

keuntungan yang layak. 

(2) Keuntungan yang layak sebagalmana dfmaksud pada ayat (1) adalah 

keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Rumah Potong Hewan dan 

Tempat Pelelangan Hewan dilakukan secara eflsfen dan berorlentasl pada 

harga pasar. 

BABIV 

SAAT RETRIBUSI TERUTANG 

Pasal 12 

saat Retrlbusi terutang adalah saat dltetapkan SKRD atau dokumen lain yang 

dlpersamakan. 

•. ·, 



BABXI 

KEBERATAN 

Pasal20 

(1) Wajlb Retribusi dapat mengajukan kebaratan kepada Bupatl atau Pejabat 

yang dltunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dlpersamakan. 

(2), Kebaratan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai .... , 
alasan-alasan yang jelas. 

(3) Keberatan harus dlajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tlga) bulan 

sejak tanggal SKRO diterbltkan, kecuall jlka Wajlb Retribusl dapat 

- 
tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dlkeluarkan segera setelah 7 

(tujuh) harl ~ejak jatuh tempo pembayaran. 

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) harl setelah tanggal surat 

teguran/peringatan/surat lain yang sejenls, Wajlb Retrlbusl harus melunasl 

Retribusi yang terutang. 

(4) Surat Teguran/Perlngatan/Surat lain yang sejenis sebagalmana dlmaksud 

pada ayat (1) dlbuat oleh Pejabat yang dltunjuk. 

BABX 

TATA CARA PENAGIHAN 

Pasal19 

(1) Penaglhan Retrlbusl terutang didahulul dengan Surat Teguran. 

(2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal 

u 

BABIX 

SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal18 

oalam hal Wajib Retrlbusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau 

kurang membayar dlkenakan sanksl admlnlstrasl berupa bunga 2% (dua persen) 

setlap bulan darl Retrlbusl yang terutang yang tidak atau kurang dlbayar dan 

dltagih dengan menggunakan STRD 

BAB VIII 

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN 

Pasal17 

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dllunasi sekallgus dimuka. 

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari 

sejak dlterbltkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 



Pasal22 

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagl~n atau seluruhnya, keleblhan 

pembayaran Retrlbusi dlkembalikan dengan ditambah imbalan bunga 

sebesar 2 ~ (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. 

(2) lmbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan 

pelunasan sampal dengan diterbitkannya SKRDLB. 

BABXI 
PENGEMBAUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

Pasal23 

(1) Atas keleblhan pembayaran Retrlbusi, Wajlb Retribusl dapat mengajukan 

permohonan pengembalian kepada Bupatl. 

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan, sejak diterlmahnya 

permohonan pengemballan kelebihan pembayaran sebagai mana dimaksud 

pada ayat (1), harus memberlkan keputusan. 

(3), Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah 
. ~· 

dllampaul dan Bupatl tidak memberikan suatu keputusan, permohonan 

pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dlkabulkan dan 

SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

u 

menunjukan bahwa jangka waktu itu tldak dapat dlpenuhi karena keadaan 

dlluar kekuasaannya. 

(4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagalmana dimaksud pada ayat (3) adalah 

sesuatu keadaan yang terjadl dlluar kehendak atau kekuasaannya Wajlb 

Retrlbusl. 

(S) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan 

pelaksanaan penaglhan Retribusl. 

Pasal 21 

(1) Bupati dalam Jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal surat 

keberatan dlterlma harus memberl keputusan atas keberatan yang dlajukan 

dengan menerbltkan Surat Keputusan Keberatan. 

(2) Ketentuan sebagalmana dtmaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan 

kepastlan hukum bagl Wajlb Retrlbusl, bahwa keberatan yang diajukan harus 

diberi keputusan oleh Bupati. 

(3) Keputusan Bupatl atas keberatan dapat berupa menerlma seluruhnya atau 

sebaglan, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang. 

(4) Apablla Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan 

Bupati tidak memberl suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut 

dianggap dlkabulkan. 

u 



BAB XII 

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSJ 

Pasal26 

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan 

~etribusi. , . ..... 
(2) Pemberlan pengurangan dan keringanan Retribusl sebagaimena dlmaksud 

pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajlb Retribusl, antara 

lain dapat diberikan kepada usaha/perusahaan kecil untuk mengangsur 

(menclcil). 

Pasal 25 

(1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat 

perlntah membayar kelebihan Retrlbusi. 

(2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi dlperhitungkan dengan utang 

Retribusi lalnnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (5), 

pembayaran dllakukan dengan cara pemlnda bukuan dan buktl pemlnda 

bukuan berlaku sebagal bukti pembayaran. 

Pasal 24 

(1) Permohonan pengembalian keleblhan pembayaran Retrlbusi diajukan secara 

tertulls kepada Bupatl dengan sekurang-kurangnya menyebutkan : 

a. Nama dan alamat wajib Retribusi ; 

b, Besarnya kelebihan pembayaran ; 

c, Alasan yang Jelas ; 

(2) Permohonan pengembalian keleblhan Retribusi dlsampalkan secara langsung 

atau melalul Pos tercatat. 

(3) Bukti penerlmaan oleh Pejabat Daerah atau buktl pengiriman Pos tercatat 

merupakan buktl saat permohonan diterlma oleh Bupatl. 

u 

(4) Apablla Wajib Retrlbusl mempunyal utang retrlbusi lalnnya, keleblhan 

pembayaran Retribusl sebagalmana dimaksud pada ayat (1) langsung 

dlperhltungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retrlbusi tersebut. 

(5} Pengemballan keleblhan pembayaran Retrlbusl sebagalmana dimaksud pada 

ayat (4) dllakukan dalam Jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak 

diterbitkannya SKRDLB. 

(6} Jlka pengemballan keleblhan pembayaran Retrlbusl dllakukan setelah lewat 

Jangka waktu 2 (du) bulan Bupatl memberlkan lmbalan bunga sebesar 2 % 

(dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan 

pembayaran Retrlbusl. 

. ; 



' . ." 

Pasal 28 

(1) Plutang Retribusl yang tldak mungkln dltaglh lagl karena hak untuk 

melakukan penaglahan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan. 

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan Retribusl yang sudah 

kadaluarsa sebagaimana dlmaksud pada ayat (1). 

BAB XIII 

KADALUARSA PENAGIHAN 

Pasal27 

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui 

jangka waktu 3 (tiga) tahun terhltung sejak saat terutangnya Retrlbusi, 

kecuali jlka Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi. 

(2) Kadaluarsa penaglhan Retrlbusl sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) 

tertangguh jika : 

a. diterbltkan surat teguran; atau 

b. ada pengakuan utang Retribusi darl Wajib Retrlbusl, balk langsung 

maupun tldak langsung. 

(3) Dalam hal dlterbltkan surat teguran sebagaiman dimaksud pada ayat (2) 

huruf a, kadaluarsa penagihan dlhitung sejak tanggal diterlmannya surat 

teguran tersebut. 

(4) Pengakuan utang Retrlbusl secara langsung sebagal mana dlmaksud pada 

ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dan belum melunasinya kepada 

Pemerintah daerah. 

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagalmana dimaksud 

pada ayat (2) huruf b dapat dlketahui darl pengajuan permohonan angsuran 

atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajlb 

Retrlbusl. 

(3) Pembebasan Retribusi sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) antara lain 

dlberlkan kepada wajlb Retribusi yang ditlmpa bencana alam dan atau 

kerusuhan serta dalam rangka keglatan social. 

(4) Tatacara pengurangan, kerlnganan, dan pembebasan retribusl dltetapkan 

dengan peraturan Bupatl. 



J 

BABXVr 

kETENTUAN PENYIDJICAN 
Pasal31 

(1) PeJabat Peaawa1 Neger, Slpll tertentu di ll1111lcungan Pemerlntah Daerah 
diberi wewenane khusus sebagal Penyldlk untuk melakukan Penyldikan 
Tindak Pidana di bidang Retrlbusi Oaerah, sebagaimana dimaksud dalam 
Kltab Undang·Undang Hukum Acara Pidana. 

(2) Penyidik sebagalmana dlmaksud pada •vat (1) adalah PeJabat Pegawal 

Negerl Sipll tertentu di linsfcungan Pemerlntah Daerah yang diangkat oleh 
PeJabat yang berwenana sesuai dengan ketentuan Peraturan perundana- ..... •· 
undangan. 

BAB XV 

INSENTIF PEMUNGUTAN 
Pasal30 

(1) lnsatansl yang melaksanakan pemungutan Retribusi Oaerah dapat diberi 
Jnsentif atas dasar pencapafan kfnerja tertentu. 

(2) Pemberlan lnsentlf sebagalmana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

dan 

c memberlkan keterangan yang diperlukan. 

· . erlksaan Retribusl diatur (3) Ketentuan lebih lanjut mengena, tata cara pem 
dengan Peraturan Bupati. 

untuk mengujl kepatuhan elakukan Pemerlksaan (1) Bupatl berwenang m 

pemenuhan kewajlban Retrlbusl. 

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib : . kan buku atau catatan, dokumen 
a. memperllhatkan dan/atau meminJam I berhubungan dengan 

yang menjadl dasarnya dan dokumen la n yang 
Objek Retrlbusl yang terhutang; 

tuk memasukl tempat atau ruangan yang b. memberlkan kesempatan un k I n pemeriksaan· 
dlanggap perlu dan memberlkan bantuan guna e ancara , 

Pasal29 

BAB XIV 

PEMERIKSAAN 

• 
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Pasal33 

BAB XVIII 

KETENTUAN PENUTUP 

BABXVH 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal32 
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar Retribusi 

berdasarkan penetapan Retribusi sesuai SKRD sebagaimana dimaksud pada 

pasal 6 ayat (2) dan pasal 11, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam 

dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling 

banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara. 
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